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 National borders were originally a geographical concept that became the main 

manifestation of a country's territorial sovereignty. The never-ending problem of 

poverty has always been a special and main concern in Indonesia. The Indonesian 

government is aware that its failure to overcome the problem of poverty has 

resulted in many social, economic and political problems emerging among 

Indonesian society. West Kalimantan shares a land border with the state of 

Sarawak, Malaysia. There are five areas of West Kalimantan that directly border 

Malaysia, namely Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau and Kapuas Hulu. The 

aim of this research is to find out whether there is an influence of regional 

expenditure realization on poverty levels in the border areas of West Kalimantan 

Province in 2013-2033. This research uses quantitative research methods. The 

analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis using 

the Statistical Program for Social Science (SPSS). Based on the results of the 

research and calculations used by carrying out linear regression test 

calculations, we get a negative result (-) on the variable ,00001800. The partial 

significance test (t test) on the regional expenditure realization variable shows 

that the significance value (sig) is smaller than 0.05 (0.000 < 0.05). Furthermore, 

the simultaneous test (f test) carried out obtained a significance value (sig) that 

was smaller than 0.05 (0.000 < 0.05). Furthermore, the coefficient of 

determination test carried out in this research shows an R-Square result of 0.361, 

which means that the realization of regional expenditure (X) has a contribution 

of 36.1% (low) to the poverty level (Y) and 63.9% is influenced by other factors 

not discussed in this study. From the research that has been conducted, it can be 

concluded that the realization of regional expenditure has an influence on the 

level of poverty in the border areas of West Kalimantan Province in 2013-2022. 
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  ABSTRAK 

  Perbatasan negara pada awalnya merupakan konsep geografis yang menjadi 

manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Masalah kemiskinan yang 

tidak kunjung usai selalu menjadi perhatian khusus dan utama di negara 

Indonesia. Pemerintah Indonesia telah sadar bahwa kegagalan dalam mengatasi 

persoalan tentang kemiskinan ini yang mengakibatkan banyak muncul persoalan 

sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kalimantan 

Barat berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Ada lima daerah 

Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu 

Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh realisasi belanja daerah 

terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat 

tahun 2013-2033. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik 

deskriptif menggunakan Statistical Profram for Social Science (SPSS). 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang digunakan dengan melakukan 

perhitungan uji regresi linier mendapatkan hasil negatif (-) pada variabel X 

(Realisasi belanja daerah) sebesar -0,00001800, yang artinya apabila realisasi 

belanja daerah naik sebanyak 1 satuan, maka jumlah kemiskinan menurun 
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sebanyak 0,00001800. Uji signifikasi parsial (uji t) pada variabel realisasi belanja 

daerah menunjukkan bahwa nilai signifikasi (sig) lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 

0,05). Selanjutnya uji simultan (uji f) yang dilakukan mendapatkan nilai 

signifikasi (sig) yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Selanjutnya pada uji 

koefisien determinasi yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil R-

Square sebesar 0,361 yang mengandung pengertian bahwa realisasi belanja 

daerah (X) memiliki kontribusi sebesar 36,1% (rendah) terhadap tingkat 

kemiskinan (Y) dan 63,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

realisasi belanja daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah 

perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. 
Kata Kunci : Kemiskinan, Realisasi Belanja, Perbatasan Negara 
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PENDAHULUAN  

Perbatasan negeri pada awal mulanya menggambarkan konsep geografis yang sebagai 

perwujudan utama kedaulatan daerah suatu negeri. Kawasan perbatasan menggambarkan 

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari daerah yang dibangun melalui Undang- Undang karena 

sangat berarti serta mendasar karena mempunyai kemampuan besar; akan tetapi, kawasan 

perbatasan juga mengalami permasalahan mendasar, yakni kemiskinan (Bangun, 2017). 

Masalah kemiskinan yang tidak kunjung usai selalu menjadi perhatian khusus dan utama di 

negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah sadar bahwa kegagalan dalam mengatasi 

persoalan tentang kemiskinan ini yang mengakibatkan banyak muncul persoalan sosial, 

ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selama Orde Baru, pemerintah 

melakukan upaya yang sangat besar dan serius untuk memerangi kemiskinan. Selama periode 

1976-1996 (Repelita II-V), tingkat kemiskinan di Indonesia turun drastis dari 40% pada awal 

Repelita II menjadi "hanya" 11% pada awal Repelita V (Novianti & Sari, 2023). Solusi atau 

kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu hal yang harus 

diperhatikan oleh pemerintah, karena kemiskinan ini merupakan penyakit sekaligus masalah 

ekonomi. Salah satu permasalahan yang sangat rumit serta kompleks yaitu kemiskinan. 

Dampaknya, upaya untuk mengurangi kemiskinan mesti dilakukan secara merata serta terpadu. 

Kemiskinan di Indonesia sudah sebagai permasalahan yang senantiasa menjadi atensi sejak 

saat ini. Kemiskinan di sesuatu negeri wajib dicermati sebagai permasalahan yang sangat 

serius, karena kemiskinan membuat banyak warga kesusahan guna memenuhi kebutuhan hidup 

mereka  (Yulianto, 2023). 

Kalimantan Barat merupakan sebuah provinsi yang dijuluki “Seribu Sungai”. Julukan 

ini sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan 

kecil. Kalimantan Barat berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Ada lima 

daerah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu Sambas, 

Bengkayang, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu (Pemerintah Provinsi Kalbar, 2019). Secara 

umum, daerah perbatasan Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang 

melimpah, seperti hutan, pertanian, dan perikanan. Namun, aksebilitas yang terbatas dan 

infrastruktur masih menjadi kendala pemerintah Kalimantan Barat karena adanya infrastruktur 

yang kurang memadai di kawasan perbatasan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai 

upaya untuk meningkatkan kondisi daerah perbatasan Kalimantan Barat, seperti pembangunan 

infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan sektor pertanian dan perikanan serta program-

program pemberdayaan masyarakat. Namun, masih diperlukannya upaya yang lebih besar dari 

berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat (Pemerintah Provinsi Kalbar, 2022). 

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, yang mana penelitian 

tersebut memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan 

oleh M. Lutfi Maulana Hasanudin dengan judul “Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Daerah, 

Besaran UMK, Inflasi, dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 

Periode 2008-2017”, mendapatkan hasil bahwa realisasi belanja daerah berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan 

(Hasanudin, 2019). Penelitian kedua, oleh Wahyudi dengan judul “Pengeluaran Pemerintah 

dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, 

yang mendapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah provinsi yang terealisasikan untuk 

infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan (Wahyudi, 2020). 

Penelitian ketiga, oleh Helmi Winda Wati dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Modal 

Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di 

Indonesia Tahun 2009-2013 (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)”, mendapatkan hasil bahwa 
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variabel belanja daerah yang terealisasikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Wati, 2015).  

Salah satu penanda keberhasilan disuatu wilayah perbatasan dalam kesejahteraan 

penduduk yaitu dengan meningkatnya perkembangan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan 

PDRB dari tahun ke tahun, salah satu aspek meningkatnya PDRB merupakan menyusutnya 

jumlah kemiskinan dari tahun ke tahun. Kemiskinan dapat dikatakan turun apabila 

kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang dilihat dari akses penduduk terhadap 

layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat 

(Putri dkk., 2021). Kesejahteraan masyarakat yang tinggi menjadi salah satu hal yang selalu 

ingin dicapai oleh semua negara maupun daerah, termasuklah daerah perbatasan. 

Tabel 1. Data Realisasi Belanja dan Jumlah Kemiskinan Lima Daerah Perbatasan 

Provinsi Kalimantan Barat 2013-2022 

No. KAB/KOTA TAHUN 

Realisasi 

Belanja 

Daerah (Ribu 

Rupiah)) 

(Jumlah 

Kemiskinan 

(Ribu jiwa) 

1 Sambas 2013 1.039.619.502 51.200 

2 Bengkayang 2013 620.299.719 18.400 

3 Sintang 2013 1.075.556.247 39.000 

4 Sanggau 2013 989.383.319 20.400 

5 Kapuas Hulu 2013 1.046.895.750 26.400 

1 Sambas 2014 1.174.144.328 49.300 

2 Bengkayang 2014 806.042.638 16.900 

3 Sintang 2014 1.141.361.438 35.700 

4 Sanggau 2014 1.053.233.782 19.700 

5 Kapuas Hulu 2014 1.166.456.511 24.300 

1 Sambas 2015 1.511.634.278 49.290 

2 Bengkayang 2015 1.063.661.124 16.490 

3 Sintang 2015 1.700.909.625 36.830 

4 Sanggau 2015 1.362.317.621 20.260 

5 Kapuas Hulu 2015 1.568.656.547 23.740 

1 Sambas 2016 1.421.885.401 44.880 

2 Bengkayang 2016 899.326.378 18.040 

3 Sintang 2016 1.481.302.835 40.360 

4 Sanggau 2016 1.663.612.737 20.270 

5 Kapuas Hulu 2016 1.421.570.043 24.490 

1 Sambas 2017 1.638.897.259 45.420 

2 Bengkayang 2017 1.089.672.442 18.840 

3 Sintang 2017 1.884.197.672 41.460 

4 Sanggau 2017 1.535.396.866 20.620 

5 Kapuas Hulu 2017 1.651.954.428 23.960 

1 Sambas 2018 1.701.221.066 45.480 

2 Bengkayang 2018 1.003.654.006 17.940 

3 Sintang 2018 1.870.318.612 42.650 
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Sumber (BPS Kalimantan Barat, 2022) 

 

Tabel tersebut menjelaskan bahwa, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan 

Barat, tingkat kemiskinan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022 

mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kemiskinan. Namun, tingkat kemiskinan dari tahun 

2013-2022 lebih banyak mengalami penurunan jumlah kemiskinan karena diakibatkan oleh 

meningkatnya anggaran pemerintah daerah yang terealisasi di daerah perbatasan Provinsi 

Kalimantan Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan kekuasaan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Secara efektif, otonomi daerah mulai dilaksanakan 

mulai tanggal 01 Januari 2002. Dengan peraturan perundang-undangan ini, pemerintah daerah 

mendapatkan lebih banyak kekuasaan untuk mengelola wilayahnya sendiri. Ini memungkinkan 

pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah 

mereka dan bekerja sama untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah suatu rencana 

kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif yang berisi tentang sumber- sumber 

penerimaan wilayah serta pengeluaran wilayah dalam waktu satu tahun. Pada dasarnya, APBD 

merupakan salah satu alat yang bisa digunakan guna menaikkan pelayanan publik serta 

kesejahteraan warga, dan ini cocok dengan tujuan otomi wilayah yang luas, nyata, serta 

bertanggung jawab. (Mahkamah Konstitusi RI, 2022). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan pengujian dan penelitian terhadap 

pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perbatasan Provinsi 

Kalimantan Barat dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan realisasi belanja 

daerah terhadap kemiskinan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat memiliki 

4 Sanggau 2018 1.500.872.589 21.590 

5 Kapuas Hulu 2018 1.722.177.313 24.760 

1 Sambas 2019 1.835.021.132 43.840 

2 Bengkayang 2019 1.001.490.485 17.690 

3 Sintang 2019 2.064.531.362 40.300 

4 Sanggau 2019 1.590.584.161 21.400 

5 Kapuas Hulu 2019 1.805.354.473 25.220 

1 Sambas 2020 1.835.021.133 41.410 

2 Bengkayang 2020 1.001.490.485 17.110 

3 Sintang 2020 2.064.531.362 39.190 

4 Sanggau 2020 1.590.584.161 21.160 

5 Kapuas Hulu 2020 1.805.354.473 23.930 

1 Sambas 2021 1.854.895.554 41.490 

2 Bengkayang 2021 1.070.345.023 16.920 

3 Sintang 2021 1.860.072.209 39.400 

4 Sanggau 2021 1.296.485.705 21.700 

5 Kapuas Hulu 2021 1.744.613.136 24.030 

1 Sambas 2022 1.704.454.437 37.650 

2 Bengkayang 2022 1.182.320.493 15.970 

3 Sintang 2022 1.656.179.346 36.760 

4 Sanggau 2022 1.602.519.411 21.740 

5 Kapuas Hulu 2022 1.520.497.151 23.430 
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pengaruh atau tidak. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini tentang 

“Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Perbatasan 

Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2013-2022”. 

 

LANDASAN TEORI 

A. Realisasi dan Belanja Daerah 

Menurut Mardiasmo realisasi merupakan suatu langkah proses menjadikan nyata, 

perwujudan dan pelaksanaan yang nyata. Realisasi menurut Dedi Nordiawan merupakan suatu 

proses tahapan yang harus dilaksanakan agar menjadi nyata begitu juga dengan pelaksanaan 

agar realisasi sesuai dengan harapan yang diinginkan. Jadi, realisasi merupakan suatu hal yang 

harus di laksanakan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses dibutuhkan adanya 

pelaksanaan dan tindakan nyata agar terealisasikan sesuai dengan harapan (Siregar, 2021). 

Menurut Priyo, pendapatan daerah bertanggung jawab atas belanja daerah. Variabel 

terikat, belanja, sangat bergantung pada sumber dana daerah. Baik berasal dari transfer yang 

salah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam pengukurannya, ilusi fiskal terjadi ketika 

ada hubungan negatif antara variabel pendapatan dan variabel belanja. Belanja daerah dapat 

dibagi menjadi dua kategori: belanja langsung dan belanja tidak langsung, menurut Abdul 

Halim. Contoh belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial (Belanja PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, BLT, dan 

bantuan sosial lainnya), belanja desa (Infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, 

pendidikan, dan kesehatan), belanja bagi hasil (Dana yang diperoleh dari kerja sama dengan 

pemerintah), dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten dan Pemerintah Desa. 

Sedangkan belanja langsung yaitu meliputi belanja pegawai, belanja modal serta belanja 

barang dan jasa (Yanti, 2020).  

Belanja daerah ataupun disebut pula dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam 

Anggaran Pemasukan serta Belanja Daerah( APBD) merupakan sesuatu aspek pendorong 

perkembangan ekonomi daerah. Dengan demikian belanja daerah diketahui selaku salah satu 

instrumen kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disamping pos 

pemasukan pemerintahan daerah. Semakin besar bertambahnya belanja daerah sehingga akan 

semakin menambah aktivitas kegiatan perekonomian daerah. Bagi Peraturan Menteri Dalam 

Negara No 30 Tahun 2006, pengeluaran dari rekening kas universal wilayah yang kurangi 

ekuitas dana lancar diduga sebagai belanja daerah. Ini menggambarkan bagian dari kewajiban 

wilayah sepanjang satu tahun anggaran yang tidak bisa dibayar kembali oleh daerah (Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kuningan, 2022). 

 

B. Kemiskinan 

Menurut Undang- Undang No 4 tahun 2004, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi 

sosial ekonomi di mana seorang ataupun sekelompok orang tidak terpenuhi hak- hak dasarnya 

untuk mempertahankan serta meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Hak asasi manusia 

tercantum kebutuhan dasar seperti santapan, kesehatan, pembelajaran, pekerjaan, tempat 

tinggal, air bersih, lahan, sumber energi alam, area hidup, kebebasan dari perlakuan ataupun 

ancaman kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta politik. Bagi 

Profesor. Emil Salim berkata bahwa kemiskinan menggambarkan“ sesuatu keadaan yang 

menggambarkan bahwa minimnya pemasukan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama 

publik  (Bur & Triani, 2019). 

Selanjutnya, menurut Supriatna kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dimana 

semuanya terbatas hal ini terjadi bukan karena kemauan individu yang bersangkutan. Suatu 

penduduk dinyatakan miskin apabila dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas 
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kerja, pendapatan, kesehatan dan kesejahteraan hidup, yang menunjukan tingkat 

ketidakmampuan.Terjadinya kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya 

manusia yang ada baik melalui pendidikan formal maupun nonformal sehingga dapat 

menimbulkan permasalahan terhadap rendahnya pendidikan informal. Kemiskinan dibagi 

menjadi dua yaitu : Pertama, kemiskinan absolut adalah ketika seseorang tidak memiliki cukup 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, tempat tinggal, 

kesehatan, dan pendidikan. Kedua, kemiskinan relatif adalah ketika seseorang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sesuai dengan standar hidup di wilayah tertentu (Kadji, 

2022). 

 

C. Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Belanja daerah yang terealisasikan dengan baik dapat membantu mengurangi tingkat 

kemiskinan, hal ini telah di buktikan oleh berbagai penelitian dalam bidang ekonomi 

pembangunan. Salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara belanja daerah dan tingkat 

kemiskinan adalah teori fiskal desentralisasi. Teori ini dikemukakan oleh seorang ekonom 

bernama Wallace E.Oates, dia berpendapat bahwa pemerintah daerah lebih mampu 

mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, termasuk 

program-program pengentasan kemiskinan (Firdaus & Beik, 2013). Selanjutnya menurut 

Rostow dan Musgrave mengatakan bahwa belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah 

memiliki peran penting sebagai percepatan dan akselerasi pembangunan aktivitas ekonomi 

ekonomi. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak belanja daerah yang terealisasikan, maka 

tingkat kemiskinan juga akan berkurang karena meningkatnya aktivitas ekonomi produktif dari 

masyarakat (Wati, 2015). Menurut Keynes, perluasan atau pertambahan belanja pemerintah 

mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa peningkatan 

permintaan agregat menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran 

pemerintah yang relatif tinggi terealisasikan. (Wahyudi, 2020). 

 

KERANGKA BERPIKIR 

Dalam kerangka berpikir ini, digunakan kerangka berpikir konseptual/ instan yang 

mempunyai makna bahwa bagaimana teori berhubungan dengan bermacam aspek yang sudah 

diidentifikasi sebagai permasalahan penting (Academia, 2023). Teori-teori tersebut akan 

diaplikasikan pada objek dan subjek penelitian untuk menjawab apakah ada pengaruh realisasi 

belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat 

pada tahun 2013-2022. Secara konseptual, penelitian ini  melihat bagaimana hubungan realisasi 

belanja daerah pada daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat sehingga hasil tersebut dapat 

menunjukkan apakah ada pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan 

Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang digunakan peneliti 

adalah : 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa variabel X dari penelitian ini adalah 

Realisasi Belanja Daerah. Pengaruh tersebut merupakan salah satu elemen yang bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tersebut. Dari asumsi dasar teori tersebut, 

Realisasi Belanja 

Daerah (X) 

Tingkat Kemiskinan 

(Y) 
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peneliti ingin mengetahui apakah adanya pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat 

kemiskinan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013-2022 sebagai 

variabel Y. 

 

HIPOTESIS 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap penelitian. Hipotesis 

penelitian menggambarkan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap pertanyaan- 

pertanyaan dalam suatu riset. dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan merupakan 

hipotesis asosiatif yang bertujuan guna mengetahui apakah terdapat hubungan atau pengaruh 

antara 2 variabel yang hendak diteliti (Nasution, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat 

kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. Jadi, hipotesis 

pada penelitian ini adalah : 

H0: Tidak ada hubungan atau pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan 

di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. 

H1: Ada hubungan atau pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di 

daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sugiyono menjelaskan jika 

tata cara penelitian kuantitatif berlandaskan pada positivisme( informasi nyata/ konkrit), dan 

data penelitian ini berbentuk angka yang bisa diukur dengan menggunakan statistik sebagai 

perlengkapan uji perhitungan serta terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti. Untuk 

memenuhi data riset, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bermacam data. 

Penelitian ini tercantum dalam jenis penelitian yang diketahui sebagai penelitian deskriptif 

kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif menggambarkan fenomena yang terdapat secara 

beraturan ataupun sistematis, faktual, serta akurat. Penelitian ini menggambarkan variabel serta 

didukung dengan data angka yang dihasilkan dari kedua kondisi (Nugroho, 2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi 

Kalimantan Barat dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah masyarakat 

miskin di lima daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kabupatem Sambas, 

Bengkayang, Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif menggunakan Statistical Profram for Social 

Science (SPSS). Dalam penelitian ini diambil data menggunakan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dan mengacu pada informasi yang didapatkan dari kepustakaan, 

studi dokumentasi, arsip, catatan-catatan, laporan penelitian terdahulu, Web Internet, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh berasal dari website resmi 

Badan Pusat Statistika (data yang diperoleh berupa jumlah realisasi belanja daerah dan jumlah 

masyarakat miskin di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022), dari 

jurnal-jurnal penelitian (data yang diperoleh berupa referensi teori-teori), modul (data yang 

diperoleh berupa cara mengolah data) (Yasir dkk., 2021). 

Untuk menganalisis data pada penelitian ini digunakan 2 variabel, yakni variabel 

independen (X) serta variabel dependen (Y). Variabel independen (X) merupakan variabel 

bebas yang menimbulkan terjadinya variabel dependen (Y), variabel bebas pada penelitian ini 

merupakan realisasi belanja daerah. Sebaliknya variabel dependen (Y) merupakan variabel 

terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Penelitian ini menggunakan rancangan analisis 

regresi sederhana yang hendak menunjukkan seberapa besar pengaruh realisasi belanja daerah 

(X) selaku variabel bebas terhadap jumlah kemiskinan (Y) selaku variabel terikat. 
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HASIL ANALISIS 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, uji normalitas Kolmogrorof-Smirnov digunakan untuk mengetahui 

apakah data yang diteliti memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik 

parametrik. 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 8326,76088647 

Most Extreme Differences Absolute ,107 

Positive ,107 

Negative -,078 

Test Statistic ,107 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance 

 

          Sumber : (Data diolah SPSS 26) 

 

  Dari uji normalitas yang dilakukan, signifikasi senilai 0,200 yang berarti lebih besar dari 

0,05 dan data berdistribusi normal.  

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan dalam variabel antara residual dari satu penelitian ke penelitian lainnya. Tujuan uji 

ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan bahwa variabel antara residual 

dari satu penelitian ke penelitian lainnya tidak sama. Penelitian ini menggunakan uji glejser 

untuk menguji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan meregresikan variabel bebas 

terhadap nilai absolut residualnya. 
 

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2548,023 2749,196  ,927 ,359 

REALISASI BELANJA 

DAERAH 

2,983E-6 ,000 ,232 1,621 ,112 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

Sumber : (Data diolah SPSS 26) 

 

Dari uji heteroskedastisitas yang dilakukan, mendapatkan hasil bahwa nilai signifikasi 

variabel X (Realisasi Belanja Daerah) adalah 0,112 > 0,05 yang menyatakan bahwa tidak 
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terjadi heteroskedastisitas, yang mengandung artian bahwa data tersebut tidak mengalami 

masalah sehingga dapat dengan mudah untuk memgukur standar devisiasi yang sebenarnya. 

3. Uji Autokorelasi 

Dalam analisis regresi linier sederhana dan berganda, uji asumsi klasik termasuk uji 

autokorelasi. Tujuan dari uji auto korelasi adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi antara 

kesalahan penganggu pada periode t dan kesalahan pada periode t-1 dalam model regresi. Ada 

masalah atau masalah autokorelasi ketika ada korelasi. 

Tabel 4.  

Model Summaryb 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,601a ,361 ,347 8416,78254 2,403 

a. Predictors: (Constant), REALISASI BELANJA DAERAH 

b. Dependent Variable: TINGKAT KEMISKINAN 

Sumber : (Data diolah SPSS 26) 

 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson 

n = 50 

d = 2,403 

dL = 1,503 

dU = 1,584 

4– dL = 4 – 1,503 = 2,497 

4 – dU = 4 – 1,584 = 2,416 

Hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa 1,584 < 2,403 < 2,416 atau dua < d < 4 – dua, 

maka hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. 

 

Uji Hipotesis 

1. Uji Analisis Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan uji regresi sederhana yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 26, 

dapat didapatkan hasil: 

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Sederhana 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3071,884 5134,718  ,598 ,553 

Realisasi Belanja Daerah -1,800E-5 ,000 ,601 5,099 ,000 

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan 

Sumber : (Data diolah SPSS 26) 

 

Berdasarkan tabel 1.5 dapat disimpulkan persamaan model regresi dalam penelitian ini 

yaitu Y = 3071,884 + -1,800E-5X. Adapun interpretasi persamaan model regresi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 3071,884 memiliki artian bahwa jika realisasi belanja daerah (X) bernilai 

nol (0), maka prediksi jumlah kemiskinan (Y) sebesar 3071,884 ribu jiwa. 
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b. Koefisien regresi variabel belanja daerah mempunyai nilai negatif sebesar -1,800E-5X atau 

-0,00001800 menunjukkan bahwa apabila variabel belanja daerah meningkat sebesar satu 

satuan maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar -1,800E-5X atau -0,00001800. 

 

2. Uji t (Parsial) 

Uji t pada regresi linier sederhana Uji t digunakan untuk menguji apakah model regresi 

pada realisasi belanja daerah berpengaruh singnifikan terhadap tingkat kemiskinan secara 

parsial. Berdasarkan tabel 1,5 hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa hasil uji t 

sebagai berikut: 

Berdasarkan pada hasil signifikasi (sig) pada variabel realisasi belanja (X) 

menghasilkan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05). Sehingga hasil tersebut 

dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang mengandung artian bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan. 

 

3. Uji f (Simultan) 

Uji f pada regresi linier sederhana digunakan untuk menguji apakah model regresi pada 

realisasi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara simultan. 

Adapun hasil uji f pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut : 

Tabel 6. Hasil uji f 

Sumber : (Data diolah SPSS 26) 

 

Berdasarkan hasil uji f pada variabel independen yaitu realisasi belanja daerah 

menghasilkan nilai signifikasi (sig) lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat 

dikatakan bahwa maka H0 diterima dan H1 ditolak yang mengandung artian bahwa variabel 

independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

4. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menjelaskan variabel-variabel dependen.  

Tabel 7. Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,601a ,361 ,347 8416,78254 2,403 

a. Predictors: (Constant), REALISASI BELANJA DAERAH 

b. Dependent Variable: TINGKAT KEMISKINAN 

Sumber : (Data diolah SPSS 26) 

 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1841908578,812 1 1841908578,812 26,000 ,000b 

Residual 3258742502,438 46 70842228,314   
Total 5100651081,250 47    

a. Dependent Variable: TINGKAT KEMISKINAN 

b. Predictors: (Constant), REALISASI BELANJA DAERAH 
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Pada analisis yang dilakukan, telah didapatkan hasil koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,361 yang mengandung pengertian bahwa realisasi belanja daerah (X) memiliki 

kontribusi sebesar 36,1% (rendah) terhadap tingkat kemiskinan (Y) dan 63,9% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari realisasi 

belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang 

digunakan dengan melakukan perhitungan uji regresi linier sederhana berpengaruh negatif (-) 

sebesar -0,00001800, yang artinya apabila realisasi belanja daerah naik sebanyak 1 satuan, 

maka jumlah kemiskinan menurun sebanyak 0,00001800 dan uji signifikasi parsial (uji t) pada 

variabel realisasi belanja daerah menunjukkan bahwa nilai signifikasi (sig) lebih kecil dari 0,05 

(0,000 < 0,05). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis H0 ditolak dan 

H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah memiliki pengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. 

Selanjutnya uji simultan (uji f) yang dilakukan mendapatkan nilai signifikasi (sig) yang lebih 

kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa adanya 

pengaruh realisasi belanja daerah yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah 

perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. Selanjutnya pada uji koefisien 

determinasi yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil R-Square sebesar 0,361 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh realisasi belanja daerah (X) memiliki pengaruh 

sebesar 36,1% (rendah) terhadap tingkat kemiskinan (Y) dan 63,9% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah diuraikan diatas, dimulai dari teori 

realisasi yang mengatakan bahwa realisasi merupakan suatu hal yang harus di laksanakan untuk 

menjadi kenyataan dan dalam proses dibutuhkan adanya pelaksanaan dan tindakan nyata agar 

terealisasikan sesuai dengan harapan.  

 

Tabel 1.8 

(Data Realisasi Belanja dan Jumlah Kemiskinan Lima Daerah Perbatasan Provinsi 

Kalimantan Barat 2013-2022) 

No. KAB/KOTA TAHUN 

Realisasi 

Belanja 

Daerah (Ribu 

Rupiah)) 

(Jumlah 

Kemiskinan 

(Ribu jiwa) 

1 Sambas 2013 1.039.619.502 51.200 

2 Bengkayang 2013 620.299.719 18.400 

3 Sintang 2013 1.075.556.247 39.000 

4 Sanggau 2013 989.383.319 20.400 

5 Kapuas Hulu 2013 1.046.895.750 26.400 

1 Sambas 2014 1.174.144.328 49.300 

2 Bengkayang 2014 806.042.638 16.900 

3 Sintang 2014 1.141.361.438 35.700 

4 Sanggau 2014 1.053.233.782 19.700 

5 Kapuas Hulu 2014 1.166.456.511 24.300 

1 Sambas 2015 1.511.634.278 49.290 

2 Bengkayang 2015 1.063.661.124 16.490 
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Sumber (BPS Kalimantan Barat, 2022) 

 

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun pengeluaran pemerintah di 

lima daerah perbatasan mengalami kenaikan, namun ada juga penurunan. Namun lebih 

dominan pengeluaran pemerintah yang terealisasikan di lima daerah mengalami peningkatan 

sehingga mampu menurunkan jumlah kemiskinan di lima daerah perbatasan. Pada penelitian 

3 Sintang 2015 1.700.909.625 36.830 

4 Sanggau 2015 1.362.317.621 20.260 

5 Kapuas Hulu 2015 1.568.656.547 23.740 

1 Sambas 2016 1.421.885.401 44.880 

2 Bengkayang 2016 899.326.378 18.040 

3 Sintang 2016 1.481.302.835 40.360 

4 Sanggau 2016 1.663.612.737 20.270 

5 Kapuas Hulu 2016 1.421.570.043 24.490 

1 Sambas 2017 1.638.897.259 45.420 

2 Bengkayang 2017 1.089.672.442 18.840 

3 Sintang 2017 1.884.197.672 41.460 

4 Sanggau 2017 1.535.396.866 20.620 

5 Kapuas Hulu 2017 1.651.954.428 23.960 

1 Sambas 2018 1.701.221.066 45.480 

2 Bengkayang 2018 1.003.654.006 17.940 

3 Sintang 2018 1.870.318.612 42.650 

4 Sanggau 2018 1.500.872.589 21.590 

5 Kapuas Hulu 2018 1.722.177.313 24.760 

1 Sambas 2019 1.835.021.132 43.840 

2 Bengkayang 2019 1.001.490.485 17.690 

3 Sintang 2019 2.064.531.362 40.300 

4 Sanggau 2019 1.590.584.161 21.400 

5 Kapuas Hulu 2019 1.805.354.473 25.220 

1 Sambas 2020 1.835.021.133 41.410 

2 Bengkayang 2020 1.001.490.485 17.110 

3 Sintang 2020 2.064.531.362 39.190 

4 Sanggau 2020 1.590.584.161 21.160 

5 Kapuas Hulu 2020 1.805.354.473 23.930 

1 Sambas 2021 1.854.895.554 41.490 

2 Bengkayang 2021 1.070.345.023 16.920 

3 Sintang 2021 1.860.072.209 39.400 

4 Sanggau 2021 1.296.485.705 21.700 

5 Kapuas Hulu 2021 1.744.613.136 24.030 

1 Sambas 2022 1.704.454.437 37.650 

2 Bengkayang 2022 1.182.320.493 15.970 

3 Sintang 2022 1.656.179.346 36.760 

4 Sanggau 2022 1.602.519.411 21.740 

5 Kapuas Hulu 2022 1.520.497.151 23.430 
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ini, hasilnya sesuai dengan teori yang diambil. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak dana 

belanja daerah yang terealisasikan semakin banyak pula berkurangnya jumlah kemiskinan di 

daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. Selanjutnya, belanja daerah 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi belanja langsung dan tidak langsung 

memberikan hasil yang baik bagi daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat karena 

berdasarkan penelitian ini realisasi belanja daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. 

Hasil penelitian ini signifikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh M. Lutfi Maulana Hasanudin dengan judul “Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Daerah, 

Besaran UMK, Inflasi, dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 

Periode 2008-2017”, mendapatkan hasil bahwa realisasi belanja daerah berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. 

Selanjutnya penelitian oleh Wahyudi dengan judul “Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, yang mendapatkan 

hasil bahwa pengeluaran pemerintah provinsi yang terealisasikan untuk infrastruktur 

berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Selanjutnya, oleh Helmi 

Winda Wati dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2013 (Studi 

Kasus Pada 33 Provinsi)”, mendapatkan hasil bahwa variabel belanja daerah yang 

terealisasikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia. Ketiga penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan antara realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan, yang mana penelitian 

terdahulu tersebut memiliki hasil yang sama terhadap penelitian yang telah dilakukan. 

Teori pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hasil 

penelitian ini, bahwa teori tersebut mengatakan bahwa belanja daerah yang terealisasikan 

dengan baik dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah yang 

direalisasikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, semakin tinggi 

pengeluaran pemerintah maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. dan 

penelitian ini mendapatkan hasil bahwa realisasi belanja daerah memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. Teori ini 

terbukti karena pada realisasi belanja daerah atau pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan 

di lima daerah perbatasan ini, maka kemiskinan juga menurun. Hal ini membuktikan bahwa 

realisasi belanja daerah mampu mengurangi jumlah kemiskinan yang terjadi di lima daerah 

perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. 

 

PENUTUP 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah 

memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan 

Barat tahun 2013-2022. Berdasarkan olahan data dari penelitian yang telah dilakukan bahwa 

hubungan pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan berhubungan negatif. 

Yang artinya semakin tinggi realisasi belanja daerah di daerah perbatasan, maka tingkat 

kemiskinan akan berkurang di daerah perbatasan.  
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Lampiran : 

 

1. Data Realisasi belanja daerah dan tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi 

Kalimantan Barat tahun 2013-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. KAB/KOTA TAHUN Realisasi 

Belanja 

Daerah (Ribu 

Rupiah)) 

(Jumlah 

Kemiskinan 

(Ribu jiwa) 

1 Sambas 2013 1.039.619.502 51.200 

2 Bengkayang 2013 620.299.719 18.400 

3 Sintang 2013 1.075.556.247 39.000 

4 Sanggau 2013 989.383.319 20.400 

5 Kapuas Hulu 2013 1.046.895.750 26.400 

1 Sambas 2014 1.174.144.328 49.300 

2 Bengkayang 2014 806.042.638 16.900 

3 Sintang 2014 1.141.361.438 35.700 

4 Sanggau 2014 1.053.233.782 19.700 

5 Kapuas Hulu 2014 1.166.456.511 24.300 

1 Sambas 2015 1.511.634.278 49.290 

2 Bengkayang 2015 1.063.661.124 16.490 

3 Sintang 2015 1.700.909.625 36.830 

4 Sanggau 2015 1.362.317.621 20.260 

5 Kapuas Hulu 2015 1.568.656.547 23.740 

1 Sambas 2016 1.421.885.401 44.880 

2 Bengkayang 2016 899.326.378 18.040 

3 Sintang 2016 1.481.302.835 40.360 

4 Sanggau 2016 1.663.612.737 20.270 

5 Kapuas Hulu 2016 1.421.570.043 24.490 

1 Sambas 2017 1.638.897.259 45.420 

2 Bengkayang 2017 1.089.672.442 18.840 

3 Sintang 2017 1.884.197.672 41.460 

4 Sanggau 2017 1.535.396.866 20.620 

5 Kapuas Hulu 2017 1.651.954.428 23.960 

1 Sambas 2018 1.701.221.066 45.480 

2 Bengkayang 2018 1.003.654.006 17.940 

3 Sintang 2018 1.870.318.612 42.650 

4 Sanggau 2018 1.500.872.589 21.590 

5 Kapuas Hulu 2018 1.722.177.313 24.760 

1 Sambas 2019 1.835.021.132 43.840 

2 Bengkayang 2019 1.001.490.485 17.690 

3 Sintang 2019 2.064.531.362 40.300 

4 Sanggau 2019 1.590.584.161 21.400 

5 Kapuas Hulu 2019 1.805.354.473 25.220 

https://doi.org/10.59996/ekodestinasi.v2i1.406


Anggun, Nur Indah Sari Vol. 2. No. 1. (2024) 

 

34 | P a g e  
EKODESTINASI: 

Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata 

DOI: 10.59996/ekodestinasi.v2i1.406  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil olahan data menggunakan SPSS 26 

 

 

  
 

1 Sambas 2020 1.835.021.133 41.410 

2 Bengkayang 2020 1.001.490.485 17.110 

3 Sintang 2020 2.064.531.362 39.190 

4 Sanggau 2020 1.590.584.161 21.160 

5 Kapuas Hulu 2020 1.805.354.473 23.930 

1 Sambas 2021 1.854.895.554 41.490 

2 Bengkayang 2021 1.070.345.023 16.920 

3 Sintang 2021 1.860.072.209 39.400 

4 Sanggau 2021 1.296.485.705 21.700 

5 Kapuas Hulu 2021 1.744.613.136 24.030 

1 Sambas 2022 1.704.454.437 37.650 

2 Bengkayang 2022 1.182.320.493 15.970 

3 Sintang 2022 1.656.179.346 36.760 

4 Sanggau 2022 1.602.519.411 21.740 

5 Kapuas Hulu 2022 1.520.497.151 23.430 
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